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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER KOTA JAMBI: KASUS
PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI, DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI DAN
SMA DI KOTA JAMBI
Pendahuluan
OLEH :MAHLUDDIN.M.P.d.1
mahluddinsekjur@gmail.com
Abstark

Masalah yang akan di teliti adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota jambi tentang
pendidikan karakter di SMA di kota jambi, serta tentang implementasi kebijakan pendidikan
karakter pemerintah kota jambi. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang
didasari oleh filsafat positivesme yang memandang setiap realitas/gejala/fenomena itu dapat
diklasifikasikan, relative tetap, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab
akibat. Pendekatan yang yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sosiologis dengan
menggunakan metode scientific.Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah di dinas pendidikan
Kota Jambi adalah kebijakan tentang pelaksanaan KTSP di setiap sekolah, ini mengikutui
kebijakan pusat.Masalah kebijakan yang ditungkan pemerintah dalam KTSP yaitu masalah
MUIOG, tetapi belum ada dari dinas pendidikan..Kebijakan yang dibuat oleh dinas kota yaitu
permen 59 tentang lintas minat dari jurusan IPA ke jurusan IPS atau sebaliknya.Kebijakan
tentang permen no 53, tentang sikap siswa sangat menentukan untuk naik kelas atau
kelulusan.Kebijakan tentang kurikulum yang digunakan sekarang adalah k13.Kebijakan
pemerintah dinas pendidikan kota Jambi tentang waktu isterahar selama 40 menit saja.Kebijakan
dinas kota Jambi tentang jadwal ujian mulai tanggal 20-30 Mei.Kebijakan pemerintah kota
menetapkan penerimaan siswa baru melalui onlene pemkot 80 % dan kepala sekolah
20%.Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota tentang pakaian yang dipakai oleh guru
setiap hari yaitu mengikuti aturan pemerintah pusat, senin selasa rabu berpakaian putih hitam
kamis pakai baju batikbatik jum,at pakai baju melayu.Pemerintah melakukan kebijakan sesuai
dengan peraturan pemerintah pusat tentang ujian akhir dengan menggunakan onlene.Kebijakan
pemerintah dinas kota tidak boleh memungut uang dari siswa dan wali murid.

KATA KUNCI : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER KOTA
JAMBI: KASUS PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI, DINAS
PENDIDIKAN KOTA JAMBI DAN SMA DI KOTA JAMBI

A. Pendahuluan manusia dilihat dari seberapa tinggi

seseorang tersebut mengenyam pendidikan.

Pendidikan merupakan hal yang sangat Tidak hanya itu dengan adanya pendidikan,

penting, sebab biasanya kualitas kecerdasan L .
manusia juga dapat mencapai pemenuhan
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kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja.

Bukan hal yang istimewa lagi jika banyak
orang berlomba-lomba untuk mengenyam
pendidikan setinggi-tingginya.

Pemerintah juga tidak main-main dalam
menggalakkan pendidikan, terbukti dari
adanya salah satu peraturan yang mengatur
tentang pendidikan. Peraturan tersebut
tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1)
disebutkan bahwa : Tap-tiap warga negara
berhak mendapatkan pengajaran; ayat (2)
Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pengajaran
nasional yang diatur dengan undang-undang.
Dari

memberikan petunjuk bahwa pemerintah

penjelasan pasal ini pemerintah
mendapatkan amanat untuk menjamin hak-
hak warga negara dalam mendapatkan
layanan pendidikan, selain itu pemerintah
juga berkewajiban untuk menyelenggarakan
satu sistem pengajaran nasional.

Kepedulian pemerintah akan pendidikan
juga terlihat pada besarnya alokasi dana
untuk  pendidikan dari  APBN, ini
membuktikan keseriusan pemerintah untuk
menjamin tiap-tiap warga negaranya agar
yang

Namun sayangnya hal ini tidak disadari

mendapatkan  pendidikan layak.

betul oleh masyarakat, sebab masih banyak
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masyarakat yang menganggap pendidikan
bukan hal yang utama dalam mencapai
kesejahteraan hidup. Selain itu pemerintah
juga tidak mengawasi betul pengalokasian
dana tersebut, sebab sebagian masyarakat

yang menyadari akan pentingnya pendidikan

masih sulit dalam
mengenyampendidikan.Pendidikan ~ masih
terasa sangat mahal bagi sebagian

masyarakat yang garis kehidupannya masih
rata-rata dibawah garis kemiskinan.Masih
ada ketimpangan antara sesama warga
negara dalam mengenyam pendidikan.Untuk
mendapatkan kualitas pendidikan yang baik
dirasakan sangat mabhal

bagi sebagian

masyarakat.Apalagi saat ini pemerintah

mewajibkan wajib belajar 12 tahun.Hal

inilah yang seharusnya menjadi perhatian

masyarakat.Seharusnya pemerintah
mengadakan pemerataan terhadap
pendidikan. Pengalokasian dana tersebut

harus benar-benar dirasakan oleh
masyarakat demi tercapainya pendidikan
yang memadai. Seharunsya pendidikan
bukan hal yang sulit untuk di dapat ditengah
era reformasi seperti ini.

Namun pada kennyataannya,
fenomena yang tampak ditengah-tengah

masyarakat adalah masih rendahnya kualitas
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Indonesia. Hal

pendidikan di ini  dapat

dilihat dari karakteristik masyarakat dan

yang
tingkat

muncul
buta

permasalahan

tingginya
banyaknya

misalnya
masih
yang
mengkonsumsi narkoba, munculnya geng

huruf,

pemuda/remaja

motor, tindakan premanisme, serta berbagai

kasus lainnya.Untuk mengatasi berbagai
permasalahan yang telah dijelaskan di atas,
pemerintah telah berupaya menerapkan
berbagai kebijakan di bidang pendidikan,
diantaranya: penerapan pendidikan budaya
dan karakter bangsa,

Dari publik

kepustakaan Internasional disebut sebagai

kebijakan dalam
public policy, yaitu suatu aturan yang
mengatur kehidupan bersama yang harus
ditaati dan berlaku mengikat seluruh
warganya. Setiap pelanggaran akan diberi
sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya
yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan
didepan masyarakat oleh lembaga yang

mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Aturan atau peraturan tersebut secara
sederhana kita pahami sebagai kebijakan
publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita
artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak

hanya sekedar hukum namun kita harus
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memahaminya secara utuh dan benar. Ketika
suatu isu yang menyangkut kepentingan
bersama dipandang perlu untuk diatur maka
formulasi isu tersebut menjadi kebijakan
publik yang harus dilakukan dan disusun
serta disepakati oleh para pejabat yang
berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut
ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik;
apakah menjadi Undang-Undang, apakah
Pemerintah  atau

menjadi  Peraturan

Peraturan Presiden termasuk Peraturan
Daerah maka kebijakan publik tersebut

berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Sementara itu pakar kebijakan publik
mendefinisikan bahwa kebijakan publik
adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau
tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa
suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah
manfaat bagi kehidupan bersama harus
menjadi pertimbangan yang holistik agar
kebijakan tersebut mengandung manfaat
yang besar bagi warganya dan berdampak
kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan
persoalan yang merugikan, walaupun
demikian pasti ada yang diuntungkan dan
disinilah

ada yang dirugikan, letaknya

pemerintah  harus  bijaksana  dalam

menetapkan suatu kebijakan.
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Untuk memahami kedudukan dan

peran yang strategis dari pemerintah sebagai
public actor, terkait dengan kebijakan publik
maka diperlukan pemahaman bahwa untuk
mengaktualisasinya  diperlukan suatu

kebijakan ~ yang  berorientasi  kepada

kepentingan rakyat.

bahwa kebijakan adalah suatu upaya
atau tindakan untuk mempengaruhi sistem
pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya
dan tindakan dimaksud bersifat strategis

yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Dengan demikian yang dimaksud
kebijakan dalam Kybernology dan adalah
sistem nilai kebijakan dan kebijaksanaan
yang lahir dari kearifan aktor atau lembaga
yang bersangkutan. Selanjutnya kebijakan
setelah melalui analisis yang mendalam
dirumuskan dengan tepat menjadi suatu
produk kebijakan. Dalam merumuskan
kebijakan Thomas R. Dye merumuskan
model kebijakan antara lain menjadi: model
kelembagaan, model elit, model kelompok,
model rasional, model inkremental, model
teori permainan, dan model pilihan publik,

dan model sistem.
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Dengan demikian kebijakan publik
sangat berkait dengan administasi negara
ketika public actor mengkoordinasi seluruh
kegiatan berkaitan dengan tugas dalam
rangka memenuhi berbagai kebutuhan
masyarakat melalui berbagai kebijakan
publik/'umum untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat dan negara. Untuk itu diperlukan
suatu administrasi yang dikenal dengan
“administrasi negara.” Menurut Nigro dan
Nigro dalam buku M. Irfan Islamy “Prinsip-
prinsip Kebijakan Negara administrasi
negara mempunyai peranan penting dalam
merumuskan Kkebijakan negara dan ini
merupakan bagian dari proses politik.
Administrasi negara dalam mencapai tujuan
dengan membuat program dan
melaksanakan berbagai kegiatan untuk
mencapai tujuan dalam bentuk kebijakan.
Oleh karena itu kebijakan dalam pandangan
Lasswell dan Kaplan yang dikutip oleh Said
Zainal  Abidin adalah sarana untuk
mencapai tujuan atau sebagai program yang
diproyeksikan berkenaan dengan tujuan,

nilai, dan praktik.

Terkait dengan kebijakan publik,

menurut Thomas R. Dye penulis buku

_
'1‘=
Y‘J—
L —

=

7

s




(htips

Copynght 4
This is an ¢ mn sccess article uer the CC BY-NC-SA license

calve

Available online at http:/ /pei itk vinjambiac idindex. php PEJ index
PRIMARY EDUCATION JOURNAL (PE))

PEJ, 1 (3), Juni 2019

2019, PEJ, ¢-ISSN: 2598-2206

scs bv-ne-sa'4 0)

Understanding Public Policy, yang dikutip

oleh Riant Nugroho

Kebijakan adalah

yang
mengapa mereka melakukan, dan hasil yang

publik
dikerjakan

segala

sesuatu pemerintah,

membuat sebuah kehidupan bersama tampil.

tidak
bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan
Sebab

kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman

Kebijakan publik biasanya

berada pada strata strategis. itu
umum untuk kebijakan dan keputusan-

keputusan khusus di bawahnya.

B. Pengertian dan Kebijakan

James E. Anderson  memberikan
pengertian kebijakan sebagai serangkaian
tindakan yang mempunyai tujuan tertentu

yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang

pelaku atau sekelompok pelaku guna
memecahkan suatu masalah tertentu.!
Pengertian ini memberikan pemahaman

bahwa kebijakan dapat berasal dari seorang
pelaku atau sekelompok pelaku yang berisi
serangkaian tindakan yang mempunyai

tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan

1 James E. Anderson, Public Policy
Making, (New York: Holt, Rinehart and
Winston, 1984), cet. ke-3, hal. 3.
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dilaksanakan oleh seorang pelaku atau

sekelompok  pelaku  dalam rangka
memecahkan suatu masalah tertentu.

James E. Anderson secara lebih jelas
yang

kebijakan

dimaksud

yang
dan

bahwa
adalah
dikembangkan

menyatakan
kebijakan

oleh  badan-badan
pejabat-pejabat pemerintah. Pengertian ini,
(1)bahwa

kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu

menurutnya, berimplikasi:
atau merupakan tindakan yang berorientasi
pada tujuan, (2)bahwa kebijakan itu berisi
tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan
(3)bahwa
kebijakan merupakan apa yang benar-benar
dilakukan (4)bahwa
kebijakan bisa bersifat positif dalam arti
bentuk

pejabat-pejabat  pemerintah,

olen  pemerintah,

merupakan  beberapa tindakan
pemerintah mengenai suatu masalah tertentu
atau bersifat negatif dalam arti merupakan
keputusan pejabat pemerintah untuk tidak
(5)bahwa kebijakan,

dalam arti positif, didasarkan pada peraturan

melakukan sesuatu,

perundang-undangan dan bersifat memaksa
(otoritatif).? Dalam pengertian ini, James E.
Anderson menyatakan bahwa kebijakan
selalu terkait dengan apa yang dilakukan

atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

'l
L

? Ibid. hal-3-5
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Pernyataan bahwa kebijakan terkait

dengan pemerintah tidak hanya disampaikan
oleh James E. Anderson. George C.
Edwards Ill dan Ira  Sharkansky

mengemukakan pengertian kebijakan
sebagai apa yang dinyatakan dan dilakukan
atau tidak dilakukan oleh pemerintah.
Kebijakan itu dapat berupa sasaran atau
tujuan dari program-program pemerintah.
Penetapan kebijakan tersebut dapat secara
jelas diwujudkan dalam peraturan-peraturan
perundang-undangan atau dalam pidato-
pidato pejabat teras pemerintah serta
program-program dan tindakan-tindakan
yang dilakukan pemerintah.® Pengertian
serupa juga dikemukakan oleh Thomas R.
Dye. la menyatakan bahwa kebijakan
merupakan apa saja yang dipilih oleh
pemerintah untuk dilakukan atau tidak
dilakukan.*
Dalam mendudukkan pengertian

kebijakan, James Anderson mencontohkan
penggunaan istilah kebijakan seperti dalam

kalimat “Kebijakan Ekonomi Amerika”,

* George C. Edwards Il dan Ira Sharkansky,
The Policy Predicament: Making and
Implementing Public Policy, (San Francisco:
W.H. Freeman and Company, 1978), hal. 2

* Thomas R. Dye, Understanding Public
Policy, (New Jersey: Pearson Education Inc,
2005), hal.1
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“Kebijakan Minyak Arab Saudi”, atau
“Kebijakan Pertanian Eropa Barat”.
Menurutnya, istilah kebijakan dapat juga
digunakan untuk istilah yang lebih spesifik
dalam arti tidak hanya dilekatkan untuk
penggunaan dalam lingkup makro . Contoh
yang dikemukakan James E. Anderson
seperti pada penggunaan dalam kalimat
“Kebijakan Kota Chicago dalam Polusi di
Danau Michigan dari Milwaukee,
Wisconsin”.”

Pengertian lain mengenai kebijakan
dikemukakan olen M. Irfan Islamy. la
memberikan pengertian kebijakan sebagai
serangkaian tindakan yang ditetapkan dan
dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh
pemerintah yang mempunyai tujuan atau
berorientasi pada tujuan tertentu demi
kepentingan seluruh masyarakat.®

Kebijakan yang dikemukakan
oleh Irfan Islamy ini mencakup tindakan-
tindakan yang ditetapkan pemerintah.
Kebijakan ini tidak cukup hanya ditetapkan
tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata.
Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah

tersebut juga harus dilandasi dengan maksud

® Op.Cit. hal. 3
® M. Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan
Kebijaksanaan Negara, (Jakarta: Bina Aksara,

1988), cet. ke-3, hal. 20
9 \7 lESQE:EUOU
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dan tujuan tertentu. Terakhir, pengertian

Irfan  Islamy  meniscayakan  adanya
kepentingan bagi seluruh masyarakat yang
harus dipenuhi oleh suatu kebijakan dari
pemerintah.

Untuk itulah pengertian kebijakan
sebagai suatu arah tindakan dapat dipahami
secara lebih baik bila konsep ini dirinci
menjadi  beberapa kategori. Kategori-
kategori itu antara lain adalah tuntutan-
tuntutan

kebijakan  (policy demands),

(policy
decisions), pernyataan-pernyataan kebijakan

keputusan-keputusan  kebijakan
(policy statements), hasil-hasil kebijakan
(policy outputs), dan dampak-dampak
kebijakan (policy outcomes).’
Tuntutan-tuntutan kebijakan adalah
tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor-
aktor swasta atau pemerintah, ditujukan
kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam
suatu sistem politik. Keputusan kebijakan
dipengertiankan sebagai keputusan-
keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat
pemerintah  yang mengesahkan  atau

memberi arah dan substansi kepada

tindakan-tindakan kebijakan publik.

’ Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan
Proses, (Yogyakarta: Media Presindo, 2007),
hal. 19-21.

PEJ, 1 (3), Juni 2019
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Sedangkan pernyataan-pernyataan kebijakan
adalah pernyataan-pernyataan resmi atau
artikulasi-artikulasi kebijakan publik. Hasil-
hasil  kebijakan lebih
manifestasi nyata dari kebijakan, yaitu hal-

merujuk  pada

hal yang sebenarnya dilakukan menurut
keputusan-keputusan ~ dan  pernyataan-
pernyataan kebijakan. Adapun dampak-
dampak kebijakan lebih merujuk pada
akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang
diinginkan atau tidak diinginkan yang
berasal dari tindakan atau tidak adanya
tindakan pemerintah.

Dari beberapa pengertian di atas
dapat disimpulkan bahwa kebijakan

merupakan serangkaian tindakan
kebijakan/keputusan untuk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu yang mempunyai
tujuan  tertentu  yang  diikuti  dan
dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok
pelaku guna memecahkan suatu masalah

tertentu. yang menjadi

1. Tahap-tahap Kebijakan

Untuk merumuskan suatu
kebijakan terdapat tahap-tahap yang
harus diikuti agar suatu kebijakan dapat
dirumuskan dan dilaksanakan dengan

baik. Tahap-tahap penting tersebut sangat

7I“ u:znon “

72598




diperlukan sebagai

kebijakan yang baik dan dapat diterima

sebagai

tahapan yang dimaksud adalah meliputi:

upaya melahirkan

sebuah keputusan. Tahapan-
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pembahasan.’

yang ada tersebut ditentukan masalah
mana yang merupakan masalah yang

benar-benar layak dijadikan fokus

a.Penyusunan agenda

Pada tahap ini beberapa
masalah dimasukkan dalam agenda
untuk dipilih. Terdapat masalah yang
ditetapkan sebagai fokus pembahasan,
masalah  yang  mungkin  ditunda
pembahasannya, atau mungkin tidak
disentuh sama sekali. Masing-masing
masalah yang dimasukkan atau tidak
dimasukkan dalam agenda memiliki
Pihak-

tahap

masing-masing.®
terlibat

argumentasi
pihak yang dalam
penyusunan agenda harus secara jeli
melihat masalah-masalah mana saja
yang memiliki tingkat relevansi tinggi
dengan masalah kebijakan. Sehingga
pemilihan dapat menemukan masalah
kebijakan yang tepat.
b. Formulasi kebijakan
Masalah yang sudah
dimasukkan dalam agenda kebijakan
kemudian dibahas oleh pembuat
kebijakan dalam tahap formulasi

kebijakan. Dari berbagai masalah

8 Ibid. hal. 33
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c. Adopsi kebijakan
Dari sekian banyak alternatif
yang ditawarkan, pada akhirnya akan
diadopsi satu alternatif pemecahan
yang disepakati untuk digunakan

sebagai solusi atas permasalahan

tersebut™. Tahap ini sering disebut

juga dengan tahap legitimasi
kebijakan (policy legitimation) yaitu
kebijakan yang telah mendapatkan
legitimasi. Masalah yang telah
dijadikan sebagai fokus pembahasan
memperoleh  solusi  pemecahan
berupa kebijakan yang nantinya akan
diimplementasikan.
d. Implementasi kebijakan
Pada tahap inilah alternatif
pemecahan yang telah disepakati
dilaksanakan.

tersebut kemudian

Pada tahap ini, suatu kebijakan

seringkali  menemukan  berbagai

kendala. Rumusan-rumusan yang

telah ditetapkan secara terencana

° Ibid. hal. 34
9 oc. Cit.
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dapat saja berbeda di lapangan. Hal

ini disebabkan berbagai faktor yang
sering mempengaruhi pelaksanaan
kebijakan. Kebijakan yang telah

melewati tahap-tahap  pemilihan
masalah tidak serta merta berhasil
dalam implementasi. Dalam rangka
mengupayakan keberhasilan dalam
implementasi ~ kebijakan,  maka
kendala-kendala yang dapat menjadi
penghambat harus dapat diatasi
sedini mungkin.
. Evaluasi kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan yang
telah dilaksanakan akan dievaluasi,
untuk dilihat sejaunh mana kebijakan
yang dibuat telah

memecahkan masalah atau tidak.

mampu

Pada tahap ini, ditentukan Kkriteria-
kriteria yang menjadi dasar untuk
menilai apakah kebijakan telah
meraih hasil yang diinginkan.** Pada
tahap ini, penilaian tidak hanya
menilai implementasi dari kebijakan.
Namun lebih jauh, penilaian ini akan
menentukan

perubahan terhadap

kebijakan. Suatu kebijakan dapat

tetap seperti semula, diubah atau

" oc. Cit.
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dihilangkan sama sekali tergantung

pada situasi dilapangan.

2. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan merupakan
penelitian sosial terapan yang secara
sistematis  disusun dalam rangka
mengetahui substansi dari kebijakan
agar dapat diketahui secara jelas
informasi mengenai masalah-masalah
yang dijawab oleh Kkebijakan dan
yang

timbul sebagai akibat dari penerapan

masalah-masalah mungkin
kebijakan. Ruang lingkup dan metode
analisis kebijakan umumnya bersifat
deskriptif dan faktual mengenai sebab-
sebab dan  akibat-akibat  suatu
kebijakan.*

sedapat mungkin melihat berbagai

Penelitian  kebijakan

aspek dari kebijakan agar dapat
menghasilkan informasi yang lengkap.
Informasi mengenai masalah-masalah
yang dijawab oleh kebijakan serta
masalah-masalah yang ditimbulkan
dari penerapan kebijakan menjadi

fokus dari analisis kebijakan.

12

William N. Dunn, Analisis Kebijakan

Publik, edisi kedua ( Bandung: Gadjah Mada
University Press, 2003), hal. 3
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Sudarwan Danim menyatakan

bahwa proses penelitian kebijakan
pada hakikatnya merupakan penelitian
yang dimaksudkan guna melahirkan
rekomendasi untuk pembuat kebijakan
dalam rangka pemecahan masalah
sosial.

dilakukan

kebijakan.’* Sudarwan Danim secara

Kegiatan  penelitian  ini

untuk mendukung
jelas menyatakan hasil yang ingin
dicapai dari penelitian kebijakan yaitu

yang
pembuat

menghasilkan  rekomendasi

mungkin diperlukan
kebijakan dalam rangka pemberian
masalah-masalah

solusi  terhadap

sosial. Selain itu, penelitian kebijakan

perlu  dipahami  sebagai bentuk
dukungan kepada kebijakan itu
sendiri.

Rekomendasi yang dihasilkan
dari proses penelitian kebijakan dapat
berupa dukungan penuh terhadap
kebijakan, kritik dan saran mengenai
bagian mana dari kebijakan yang perlu

diperbaiki, atau dapat juga berupa

¥ Sudarwan Danim, Pengantar Studi

rekomendasi agar kebijakan tidak lagi

diterapkan. Karakteristik dari
penelitian kebijakan secara terperinci
dijelaskan oleh Allen D. Putt dan J.
Fred Springer. Mereka menyatakan
bahwa penelitian kebijakan dicirikan
sebagai penelitian yang terfokus pada
manusia,

plural,  multi-perspektif,

sistematis,  berhubungan  dengan

keputusan, dan kreatif.'*

Penelitian mengenai kebijakan
berkaitan erat dengan manusia dan
permasalahannya. Hasil yang ingin
dicapai dari penelitian kebijakan yaitu

yang
bentuk

mengenai informasi

diformulasikan dalam

rekomendasi dalam rangka pemecahan

masalah  yang  terkait  dengan
kebijakan. Karakteristik plural dari
penelitian  kebijakan berasal dari

hubungan penelitian dengan manusia.

Penelitian  kebijakan tidak dapat

dipisahkan dari konflik nilai dan

kepentingan terdapat dari interaksi

manusia.

' Allen D. Putt dan J. Fred Springer, Policy

Penelitian Kebijakan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,
2005), cet. ke-lll, hal. 20-23.

Research; Concepts, Methods, and Application,
(New Jersey: Prentice Hall, 1989), hal. 19-24.
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Karakteristik

yang plural

meniscayakan adanya pendekatan
penelitian yang juga plural, dalam arti
yang
bentuk

multi-perspektif.  Informasi

diformulasikan dalam
rekomendasi sebagai hasil yang ingin
dicapai

oleh penelitian kebijakan

mengharuskan adanya pendekatan
yang menyeluruh sehingga informasi
yang dihasilkan juga dapat berupa
yang

kondisi yang ada.

rekomendasi sesuai  dengan

Sebagai  sebuah  penelitian,

penelitian  kebijakan harus secara

berdasarkan

upaya
untuk memperoleh informasi terkait

sistematis disusun

prosedur penelitian sebagai
dengan kebijakan. Keputusan yang
dihasilkan berasal dari rekomendasi
yang disampaikan. Keputusan dapat
berupa untuk

keputusan tetap

melanjutkan  kebijakan, keputusan

untuk memperbaiki kebijakan atau
keputusan untuk menghapus atau tidak
melanjutkan kebijakan.

Informasi berkaitan

yang
dengan kebijakan berupa masalah

kebijakan, masa depan kebijakan, aksi
kebijakan, hasil kebijakan, dan Kinerja
kebijakan. Analisis kebijakan
menggabungkan lima prosedur umum

yang lazim dipakai dalam pemecahan

masalah manusia, vyaitu: definisi,
prediksi, preskripsi, deskripsi dan
evaluasi.’>  Masing-masing  dari

informasi kebijakan berkaitan dengan
prosedur kebijakan.
Analisis kebijakan dapat
dilaksanakan dengan beberapa bentuk.
Menurut Dunn terdapat tiga bentuk
analisis kebijakan, yaitu:
1.Analisis kebijakan prospektif
Analisis kebijakan prospektif
adalah analisis kebijakan yang

mengarahkan  kajiannya  pada
konsekuensi-konsekuensi kebijakan
sebelum suatu kebijakan
diterapkan. Model ini dapat disebut
sebagai model prediktif.
2. Analisis kebijakan retrospektif
Analisis kebijakan
adalah
kebijakan yang dilakukan terhadap

akibat-akibat

retrospektif analisis

kebijakan setelah

* William N. Dunn, Op.Cit. 17-21
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suatu kebijakan diimplementasikan.

Model ini biasanya disebut sebagai
model evaluatif.
3. Analisis kebijakan integratif
Analisis kebijakan integratif
adalah bentuk perpaduan antara
analisis kebijakan prospektif dan

analisis kebijakan retrospektif.'®

Bentuk  analisis  kebijakan
prospektif memiliki kelemahan karena
hanya berkutat pada analisis kebijakan
yang mengarahkan perhatian pada
sebelum

konsekuensi  kebijakan

kebijakan diterapkan. Pun dengan
bentuk analisis kebijakan retrospektif
yang hanya memfokuskan kajiannya
pada konsekuensi kebijakan setelah
kebijakan diterapkan. Maka analisis
kebijakan seharusnya menggunakan
bentuk kebijakan integratif, yaitu
dengan memadukan antara analisis
kebijakan prospektif dan analisis
kebijakan retrospektif.

Pada

kebijakan

umumnya, analisis

memfokuskan kajiannya
pada tiga hal. Ketiga fokus tersebut

merupakan pijakan yang dipedomani

'® Ibid, hal. 117-124
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dalam melakukan analisis kebijakan.
Tiga fokus tersebut, yaitu:

1.Definisi masalah sosial
2.Implementasi kebijakan
3.Akibat-akibat kebijakan."’

Dengan memfokuskan kajian pada
ketiga hal di atas, proses analisis kebijakan
akan berusaha mendefinisikan secara jelas
permasalahan yang akan menjadi fokus
kajian untuk ditanggulangi oleh kebijakan.
Setelah masalah yang menjadi fokus kajian
analisis  kebijakan  ditentukan, analisis
kebijakan bertugas menentukan kebijakan
yang sesuai dengan masalah sehingga

masalah dapat dipecahkan dengan baik.

Kebijakan yang telah ditetapkan dan

diimplementasikan  tentu  menghasilkan

konsekuensi dalam bentuk akibat-akibat.
Akibat yang ditimbulkan dapat berupa
akibat positif dan atau akibat negatif. Untuk
itulah, analisis kebijakan mengupayakan
upaya prediktif dengan meramalkan akibat

yang dapat ditimbulkan sebelum kebijakan

Y |smail Nawawi, Public Policy; Analisis,

Strategi, Advokasi, Teori, dan Praktek,
(Surabaya: PMN, 2009), hal. 45-46.
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sesudah

diimplementasikan  dan  atau

kebijakan diimplementasikan.

Dengan demikian, analisis kebijakan
selalu berkaitan dengan hal-hal sebelum dan
sesudah

kebijakan  ditetapkan  dan

diimplementasikan.  Analisis  kebijakan
berusaha memberikan definisi yang jelas
mengenai  kedudukan suatu  masalah
kebijakan, prediksi yang berkaitan dengan
kebijakan, rekomendasi atau preskripsi yang
mungkin dapat bermanfaat bagi kebijakan,
deskripsi atau  pemantauan  terhadap
kebijakan, dan evaluasi mengenai kebijakan.
Semuanya berjalan sebagai proses yang
runtut dan sistematis dalam rangka
mendukung kebijakan yang bertujuan untuk

mengatasi masalah.
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C. Penutup

Alham dulillah

makalah tentang analisis kebijakan ini

penulisan

telah peneliti selesaikan namun di
samping itu juga penulis sangat
meyakini masih banyak kekurangan-
kekurangan disana isini sehingga
makalah ini tampak belum sempurna
dan perlu masukan dari teman-teman
semua sehingga nampak sedikit

kecreng dimata kita semua.

Kalau ada salah kata dan ketikan
yang terlupa peneliti mohon maaf
maklumlah sifat manusia yang tidak
sempurna, semoga saja penelitin ini

ada manfaatnya untuk peneliti dan

mungkin untuk kita semua.
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